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Pehdahﬁluan

" ubungan Ri-Malaysia

yang bertetangga bails,
A tidak lepas dari berba-
gai permasalahan bilateral. Mes-
kipun ketegangan bilateral RI-
Malaysia telah melampaui wak-
tu sejarah, namun hingga kini
kedua negara tidak lekang dari
adanya ketegangan bilateral dan
kesalahpahaman yang menyulic-

kan, serta dapat muncul dari waktu ke
waktu. Mengingat kedua negara ini mem-
punyai peranan penting dan pengaruh bagt
integritas kawasan Asia Tenggara, maka
rulisan ini dimaksudkan uneuk menin-
jau kemelut bilateral RI-Malaysia, di mana
tulisan ini sebagai suatu upaya refleksi
dalam menyikapi perkembangan hubung-
an RI-Malaysia dewasa ini untuk meng-
hadapi hubungannya di waku ke depan.




"Berbagai permasalahan krms:
yang muncul ke permukaan,

ialah terkait: Urgensi . Berdei‘ _— |
" “pandang " tidak hanya berpengaruh
| ‘pada. keutuhan NKRI dan stabahtas

- Dispute Settlement RI ST
' “Malaysza o

Secara oeograﬁs RI dan Maiaysm me-
miliki perbatasan darat di Kalimantan
dengan panjang k.l 2000 km-lari, se-
dangkan perbatasan lautr di Selat
Malaka terdiri dari batas laut terito-
rial £174nm2, batas landas kontinen
dan batas ZEE (+433nm), di Selat
Singapura batas taur rteritorial
+37.4nm, di Laur China Selatan ter-
diri dari baras landas kontinen dan
ZEE £594nm, di perairan Tanjung
Datu sepanjang 12nm (bataS laut
teritorial), di perairan Selat Sebuko
+29,6nm (batas taut reritorial), dan
Laut Sulawesi +165nm (batas ZEE
dan landas kontinen). Segmen-segmen
batas tersebut sampal saat ini belum
seluruhnya tuntas dan sering menja-
di isu ‘panas’ konflik perbatasan.

Dalam isu penyelesaian sengketa wi-
layah, kedua negara masih memiliki
perbedaan persepsi dalam penetapan
delimirtasi dan demarkasi perbatasan.
Di antara isu-isu sengketa perbatas-
an yang menonjol adalah perbedaan
kondisi sosial-budaya, ekonomi, serta
kemampuan pengawasan terhadap

urgensi. border dzspuz“e settlement
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=§-:;W1layah perbatasan yang. dlmlhki

kedua negara, Dalam Jangka pa.njang,_

nasional; namun juga pada stab:htas
kawasan.

Dalam kaitan urgensi border dz'spi;fe
settlement isu “incursion” kapal-kapal
patroli-Malaysia di‘sekicar Blok Am-
balat (Laut Sulawesi) yang berpotensi
menimbulkan konflik bersenjata yang
tak disengaja (inadvertent armed con-
flicts) dengan kapal-kapal TNT AL,
diharapkan dapat dikelola dengan

cermat oleh kedua negara.

Perundingan merupakan langkah da-
mail yang perlu diawali dengan ke-
putusan politik dan terprogram di
kedua belah pihak. Dalam kaitannya
dengan perbatasan darat, terdapatc 9
ruas yang belum terselesaikan dan
lebih dikenal sebutan 9 Ousstanding
Boundary Problemns (OBP). Daia}n
upaya penyelesaian masalah tersebut,
mengingat sudah dibentuk Kelompok
Kerja Bersama(foins Working Group)
antara kedua negara, pelaksanaan ter-
sebut yang harus aitegaskan adalah
dilakukan secara resiprokal.

Apabila terselesatkannya perbatasan
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-_.Wﬁayah ﬁan yunsdi!{ﬁ antara kedua
' negara,. maka akan membenkan ;a—-:
"_::-'mmaﬂ keutuhan NKRI dan stabihn' -

' tas nasional, dan Larenanya perkeenrh .

| :.-'bangaﬁ ﬁasmﬂai dapat dzia&sanakan Pcmbahasan mcngenm poiemzk ke-:m o

peiaksanaan tanpa ada kemguam ba«»‘_
© tas-batas: wdayah Sﬁiam ira’ dengan

- utuhnya NKRI, S{ablhtas nas;onai
dapat tcrwujud karena ssgaia potensi
yang ada dapa{ disebaﬂuaskan ke
seluruh penjury tanah air secara adil
dan merata, tanpa harus terjadi seng-
keta dengan negara terangga. | - -

Oleh karena itu, perlu melaksanakan
manajemen. perbatasan yang baik dan
efekrif ﬂ.éngan menyusun dasar hu-
knm dan kerangka kerja kegiatan
penweioiaan kawasan perbatasan yang
menyeluruh, serta kegiatan pengen-
dalian dan pemgawasan dan evaluasi
pelaksanaan. Selain landasan hukum
vang jelas, diperlukan pula upaya-
upaya peningkatan kelembagaan, pen-
dekatan geospasial yang andal, dan
pemanfaatan iptek dan peningkaran
kualitas dan kuantitas sumber daya
manusia dalam penanganan masalah
perbatasan. Selain itu tdidak kalah
pentingnya adanya prioritas penda-
naan nasional.

aﬂ tahap perencanaan: hmgga

'P@Eemnk Exepemﬂjm )
;'Hasﬁ-hasﬂ Budaya antara L

_M aiaysm

'pemxh.kam hasﬂ budaya mﬁ:nempatkan o
: pendei«.atap {mhadap konsep hak Re*z'._" o
..kayaan intelekrualitas (HKI) atas:__-'

pengetahuan t;_’adzjs_mnal dan ekspresi -
budaya sebagai isu sentral.

Isu pengakuan kepemilikan hak ke-
kayaan seni dan budaya Indonesia
oleh Malaysia seperti batik, dan be-
berapa lagu antara lain “Rasa Sa-
yange”, isu ini sudah mencuat terle-
bih dahulu pada whun 1965, di mana
penulis menamakan terjadi ‘pemban-
taian kuleur’; yaitu saat orang Ma-
laysia menyanyikan lagu Bengawan
Solo untuk Festival Song di Sydney
yang Dada saat itu mendapat protes
keras dart Seniman Indenesia, Kris-
biantoro & Purwanto. Adapun tari-
an Reog asal Ponorogo dipentaskan
dalam pentas seni tari Malaysia, se-
hingga mengundang reaksi penolak-

an keras masyarakar Indonesia.

Klaim Malaysia sejauh ini dinilai
belum menyentuh eksploitasi ekono-
mi serta erosi terhadap kebudayaan
ashi Indonesia dan masih bersifar pe-
langgaran terhadap moral dan etika.
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: -’\iusﬁc’ipua dem{ktaz d&am mmgﬂaw"

- Iﬂdonema mehhai roor casises perma—
' ...saiahap tcrsebut, yaltu perlunya me-.
-_mnari«:ati«:an apms;asx dan membuat--

| '.'kekay N budaya sebagaz saiah satu
'pengs:remir mdustrl parlwlsata s

Peﬂmdungan Waz*ga Negam
indonesm WND

Séﬁagai .bagia’h' dart interaksi antara
sattt ':negar'zi_ dengan negara lain, W
N l'hlérupékan' komponen penting
dart interaksi rtersebut, sehingga sa-
ngat penting arti dari perlindungan
WNI yang berada di Malaysia. Per-
masalahan bilateral RI-Malaysia yang
terkait dengan WNI ialah permasa-
lahan buruh migran Indonesia TKI
(Tenaga Kerja Indonésia). Terlihat
jelas masih lemahnya penerapan pe-
negakan hukum Pemerintah Malay-
sia terhadap tindakan-tindakan pe-
langgaran oleh perusahaan/majikan
vang menampung buruh migran In-
donesia telah menghambat terwujud-
nya perlindungan terhadap buruh
migrah secara optimal.

Adapun kasus di lapangan mengenai

_dlplamam}' (kekf:baiaﬁ & Lstlmewé) .
yang dimilili salah satu istri diplo-
'..mat Vang sedang ?be;;jalan di "p
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Pfﬁf}ial’;u‘:iﬂ c.pazat keamanan M ai&ysia

yang mem,njukkan s;kap kw‘ang ber-
sahabat kepada WNL Penulis masﬁz

.mengm%t j::-‘,]as aras” kasus paspoz

kﬁ},amamn kota Malaysza, teiah di-

' pezlakukan semena«mena dalam mﬁ-

lakukan proses pcnoccekan 1m1g=~331

Ieh apqrat keamnanan Maiaysla.

Kebijakan Dalam Meresponi
Ketﬁgaﬁgm Bilateral RI-
Malaysia Terhadap Konteks
Good Neighbouring Policy

Apapun yang mendasari klaim Indo-
nesia dan Malaysia, sudah sangat
penting bagi permerintah RI melang-
kah dengan penuh perhitungan unruk
bertindak tepatr dalam melaksanakan
kebijakan politik konfrontasi terha-
dap Malaysia, di mana sudah seha-
rusnya akan selalu melibatkan hak
seluruh bangsa yang diwakili oleh
parlemen (tidak hanya wewenang
cksekutor). Sejak dint Indonesia ha-
rus bersiap diri mengantisipasi sermua
takror yang berkembang di kemudi-
an hari yang dapat merugikan keu-
tuhan Wiisyah RI, antara lain perang-

Iult J”L i V&ﬂo’ mampu mﬁndukung
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. JURNALCSICI- Vol. VIMELJUNI 2009 -Ne.29

S posm indonesxa menghadapl klzum: :
L S tekms mvest:gas; bmspasml

e negara lam

. '_ Dalam perundmgan bllateral. atau.pun._
' rai__ akan selalu berkaltan_._

- f-dcngan per}uangan mempe:tahankan_'
e -_kepennngan nas;onal masmg—masmg _
Z:negara yang tldak sela_lu ‘sejajar atau.

" '_ndak saling. mendukung Dalam hal
ini, Indonesm memang harus mam-
pu mengurai kembali good nengbar—
ing policy untuk mcnun}ukkan stkap
lebih tegas dalam mcmper}uangkan

kepentmgan nasmnal

Daiarn _ pén}:eiesaién sengk_eta wilayah,
Pemerintah RI perlu mengintensifkan
penerapan border diplomacy dengan
memprioritaskan pada ketja sama
pengé_lolaan, pembangunan dan eko-
nomi perbatasan yang berbasis kese-
jahtéraan yang ditunjang oleh pengu-
atan sistem pertahanan keamanan.
Selain itu, mengingat keterbatasan
Indonesia dalam memelihara kedau-
latan wilayah dari segi security, maka
sangat perlu mengoptimalkan efekti-
vitas mekanisme konsultasi bilateral
antara kedua negara, seperti forum
Malindo dalam mengupayakan peng-
awasan dan pengamanan bersama
wilayah perbatasan. Peran ketegasan
Indonesia untuk mendorong berba-
gal upaya, diharapkan juga ada im-

?lemcntasx konkre{ dari. kebl}akanf.' o

Perhndungan terhadap kekayaan bu- -
daya juga, harus_terus dmpayakan
suatu format t.halog yang intensif guna
~.membahas dan_mengidentitikasikan "~
kepemlhkan Produk budaya secara
bersama. Bahkan lebih dari itu, me-
lakukan upaya Pr.evenuf dengan me-
manfaatkan mekanisme dalam WIPO
dan mengupayakan litigasi terhadap

berbagai budaya yang terancam di-
patenkan oleh Malaysia. Pemerintah
RI perlu mendorong terciptanya suatu

bentuk kemitraan strategis antara

sektor. pemerintah, swasta (sebagai
pemilik modal dengan para UMKM
untuk membantu mekanisme perlin-
dungan HKI serta sosialisasi budaya
HKI dan sadar hukum. Hal ini pen-
ting mengingat 80% dari HKI rter-
hadap kekayaan budaya berada di
tangan para UMKM.

Hukum dipandang penting, oleh
sebab itu segera mempercepat pem-
berlakuan RUU mengenai Pengeta-
huan Tradisional dan Ekspresi Bu-
daya Nasional yang saat ini sedang
dibahas sebagai langkah mengantisi-
pasi berkembangnya masalah klaim
hasil budaya di masa mendatang. Dan
menciptakan format database dengan




N

_-'_Emengmventans kekayaan budaya In-
~ donesia berikut’ sumber-sumber’ CIP—'
taannya agar, men}ach legal maddlztzes_
.:';--:unr_uk menghadap1 bcrbagzn klaim_

: __-_*kepemihkan oieh Malaysm

'.-".'.-Sama hainya.. dengan perhndungan"

- 'TKUWNI dalam’ kerangka good cztz«—_:'

zen serwces, pertama, sudah hal yang
Wapb untuk bisa mcnmgkatkan ka—

pab;htas d1ploma51 dalam melakukan

negosiasi teknis’ yang intensif dengan

pemerintah nr—:gara penerlma Kedua,
mengupayakan penmjauan kembali
dan penyempurnaan terhadap Inpres
No. 6/2006 dan MoU tentang pe-
nemparan 1 KI Informal di Malaysia
yang terkait dengan mekanisme lem-
baga perlindungan TKI/W/NI dengan
mengutamakan pe[spekuf petlindung-
an HAM (seperti mekanisme proteksi
sosial, kont:ro_l_ yang ketat dan pene-
rapan sanksi terhadap agen penyalur
buruh migran di kedua negara dan
perusahaan/majikan, penetapan stan-
dar upah yang layak, dsb). Keriga,
mendorong diterapkannya kesepakat-
an mandatory consular notification
dengan Malaysia dalam upaya mem-
berikan perlindungan hukum yang

optimal kepada TKI/WNI.

Pengiriman TKI sudah seharusnya
dipertimbangkan agar ridak perlu

.sempatan lapangan kerja, maka

~ ngat perlu pemeﬂntah mengkaryakan'

'-'mungkm sehmgga mereka blsa di-
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iterlalu diperbesar secara besar—besar»:

an, atau jika pemenntah mehhat dan
segi pahlawan dcvma negara & ke~

calon“TKI dengan" seprofesﬁ

kirimkan ke negara maju dan/ pu-
nya kekuatan melmdungl diri }ﬂca'
terjadi penyimpangan HAM (mela»'
porkan kepada pihak keamanan),

Di samping itu, ketegangan bilateral
yang terjadi telah membuat citra yang
negatif bagi masing-masing negara,
oleh sebab itu memerlukan intéhsi—_
fikasi people to people comtact dalam
meningkatkan pemahaman yang'béik
antara kedua bangsa serta mengem-
bangkan mekanisme dialog antar lem-
baga think-tank dari kedua negara
guna mencari solusi bersama atas
berbagai isu strategis yang terjadi dan
mengupayakan implementasi konkret
berbagai rekomendasi kebijakan yang
dihastlkan oleh forum-forum inzellec-
tual exercises terkait.

Dalam berinteraksi dengan Malaysia,
sangat penting bagi Indonesia untuk
mempeitegas arah politik luar negen
dan hubungan luar negerinya, yaitu
menentukan visi misi politik luar ne-
geri yang berdasarkan kepentingan
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-ASEAN sebagaj mckamsme regmnai -
Lo Lo i __:'.'sudah tergabung dalam ASEAN/ o
e --._-_Setelah mempertegas kepentmgan
* nasional Indonesia di ASEAN, maka

o _-=_baru bzsa optlmai memanfaatkan

‘momentum iahimya ASEAN. Char-
ter dan . berbagsu mekanisme- dalarn
ASEAN (misalnya; inisiatif pemben-
tukan: ASEAN: Human “Righs Com-
wmission, Cebu Declaration on the Pro-
tection of Migrant Workers, ASEAN
Cm:v.emz_'pn on Trafficking in Persons

and illegal Logging-Relared Trade, dsb.).

Pendekatan baru ASEAN diharapkan
mampu mengoptimalkan penerapan
mekanisme compliance dalam meng-
atur hubungan antar negara anggota,
khususnya untuk penanganan isu-isu
yang terkait dengan buruh migran
dan kejahatan lintas batas. Dalam
rangka good neighboring policy Indo-
nesia mau tidak mau harus didahu-
lui, didukung, bahkan diimbangi
dengan upaya meningkatkan kemam-
puan diplomasi, ckonomi, teknolo-
gi, bahkan kekuartan militer, agar
terjadi keseimbangan kekuatan di
Asia Tenggara. Tanpa ada keseimbang-
an kekuvatan dan keseimbangan ke-

mampuan antara negara SC‘I(HW&SQ.H,

- _nasmnal écngan penuh perh;tungzn di - maka kestabilan politik dan kcaman— .
i :'dalam hubungan luar. negermya bersa- + an di kawasan Asia 'Teﬁggafa akan

'_sermg mengalam1 gangguan, sekali- -

pun semua negara di Asia Tcnggaraj;?:

-E:B.ebﬁ_raPak@t@gangani.rr..x.crup'aekan con-
EtQh_'_yang baik terjadinya pertemuan -
kepentingan nasional dua negara ber-

tetangga bahkan yang mayoritas pen-
duduknya serumpun dan memiliki
hubungan kedekatan sejarah, tetapi.
kenyataan menunjukkan bahwa ke-
pentingan politik, ckonomi, dan
harga diri sebagai insan bangsa yang’
berdaulatr sering memegang peran
lebih dominan bahkan terkadang
mengesampingkan nilai-nilai persaha-
batan yang tulus (mengingat dulu
sejumlah Guru/pengajar tingkat Uni-
versitas dikirim ke Malaysia). Indo-
nesta tidak dapat mengingkari kenya-
traan kondisi faktual yang sedang
berlangsung saat ini antara bangsa
Indonesia dan Malaysia. Walaupun
secara formal para pemimpin kedua
negara tetap ingin memperjuangkan
terciptanya persahabartan.

Kedekatan pribadi kedua pemimpin
negara baru-baru ini terlihat pada tang-
gal 23 April 2009, di mana telah di-
langsungkan pertemuan antara Presi-

den RI, DR. H. Susilo Bambang Yu-
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19(} :
o --:.c_'_ih;_o_g'zono _.;d_a'f_l f?&rdz{na.}Memeri (PM)
~ Malaysia; Daro’ Sri‘Hj Mohd Najib
© Bin Tun Hj Abdul Razak. Dalam per-

'___-:temuan tersebut, kedua pemimpin

'_menyatakan komitmen untuk lebih

'_'_memngkatkan hubuncran bdatexal ke-

_ .__dua ncgaia Kedua pemimpm )uga :

: '_menyambut _balk_mf_:ia_n jutkan raihan
daﬁko:ﬁitmen yang relah dibuat oleh
mantan PM Abdullah Ahmad Badawi.
Komitmen pemimpin kedua negara
tersebut terkait hal-haP yang sudah
dibahas sebelumnya di atas dan me-
ngenal peningkatan volume perdagang-
an, upaya bersama untuk menstabil-
kan harga minyak sawit, kerjasama di
bidang energi dan pertanian dalam
upaya ikut serta menjamin food and
energy security di kawasan, serta solusi
atas isu asap (Transboundary Haze Pol-
lution) termasuk peningkatan kerjasa-
ma di bidang pariwisata.

Penutup

Hubungan Bilateral kedua negara
secara umum berlangsung cukup balk
dan erat. Selain terdapat kedekatan
pribadi antar pemimpin negara, ter-
dapat pula berbagai mekanisme kon-
sulrasi pada tingkat Presiden RI-
Deputt PM Malaysia, Menteri Luar

Negeri kedua negara, Menteri-men-

"\Wa}aupun hubungan RI Malaysaa di—
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teri lainnya maupun mekamsmeame—

kamsme tekms/ sektoral

tandai oleh adanya stabilitas, namun

ketegangan dapart muncul dari Wa_ktu

kwakiu Hubungan. RI»Malays;ta da-

pat dijelaskan dengan station z‘"emwﬂ

model, ditandai oleh adanya kedekat-

an pemerintah/teknis secara pribadi,

namun kedua negara tidak lekang dari

adanya ketegangan bilateral dan kesa-

lahpahaman, oleh sebab iru tulisan ini

mengindikasikan beberapa strazegic

goals yang kiranya perlu segera ditin-

daklanjuti dalam hubungan bilateral

RI-Malaysia, yaitu:

a. Penyelesaian masalah batas wilayah

b. Peningkatan volume perdagangan

c. Upaya bersama untuk menstabil-
kan harga minyak sawit

d. Perlindungan TKI

e. Kerjasama dl bidang cpergi dan
pertanian dalam upaya ikut serta
menjamin food dan energy security
di kawasan

f. Kerjasama di kawasan untuk me-
nanggulangi masalah people smug-
gling dan trafficking in persons
(TIPS)

g. isu asap (Transboundary Hate Pol-
lution)

h. peningkatan kerjasama di bidang

pariwisata.@




